BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1  Sejarah Perusahaan

Kementrian Perhubungan atau yang sering di kenal Kemenhub RI
merupakan salah satu Lembaga instansi pemerintah yang bergerak di bidang
transportasi. Kemenhub dahulu di dikenal dengan Departemen Perhubungan yang
sudah berdiri sejak awal Indonesia merdeka, yang terbentuk berdasarkan Kabinet
Presidensil yaitu pada 2 September 1945 sampai dengan 14 November 1945 yang
di pimpin oleh seorang Menteri Perhubungan pertama yaitu Abikusno
Tjokrosuyoso.
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Gambar 2. 1 Logo Kemenhub
Sumber: Humas DJPL, 2024

Gambar 2. 2 Logo DJPL Kemenhub
Sumber: Humas DJPL, 2024

Lalu pada saat terbentuk nya kabinet saat Orde Baru pada tahun 1968
hingga 1998 Kementrian perhubungan sudah memiliki Selogan yaitu

“Keselamatan dan Pelayanan Prima Merupakan Prioritas Kinerja Kami” yang



sejalan dengan visi dan misi Kementrian Perhubungan yaitu Visi “Terwujudnya
Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan
Memberikan Nilai Tambah”, lalu Kementrian Perhubungan memiliki Misi yaitu
“Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan,
Melaksanakan Konsolidasi Melalui Restrukturisasi dan Informasi di Bidang Sarana
dan Prasarana Perhubungan, Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap
Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah”.
Saat praktikan melakukan Kerja Profesi atau magang, Kementrian
Perhubungan di pimpin oleh Budi Karya Sumadi (Menhub) yang di lantik pada
tanggal 27 Juli 2016 dan selesai masa jabatan pada tanggal 21 Oktober 2024.
Dimana saat ini Kementrian Perhubungan di pimpin oleh Dudy Purwaghandi
(Menhub) yang di lantik pada 21 Oktober 2024 kemarin untuk menggantikaan
(Menhub) sebelum nya vyaitu Budi Karya Sumadi. Saat ini Kementrian
Perhubungan memiliki selogan baru yaitu “Bersama Kita Wujudkan Konektivitas,
Keselamatan, dan Pelayanan Transportasi yang Semakin Maju” agar Kementrian
Perhubungan memiliki semangat baru dalam melayani Masyrarakat Indonesia.
Direktorat Jendral Perhubungan Laut merupakan sub bagian dari
Kemenhub yang menaungi transportasi laut di Indonesia. Kementrian
Perhubungan Laut atau yang biasa di kenal oleh Ditjen Hubla saat ini di kepalai
oleh direktur yang saat ini dalam kepemimpinan Dr. Dr. Capt. Antoni Arif Priadi,
M.Sc yang di tugaskan untuk selalu memperbaharui kebijakan serta
melaksanakan kebijakan dan menjaga standarisasi teknis di sektor Perhubungan

Laut.



2.2 Struktur Organisasi
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Gambar 2. 3 Struktur Direktorat Jendral Perhubungan Laut

Kementerian Perhubungan, khususnya di bawah Sekretariat Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut, memiliki organisasi yang terstruktur dengan baik. Di
bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, terdapat berbagai unit yang masing-
masing memiliki peran dan fungsi yang spesifik. Salah satu unit yang signifikan
adalah Bagian Organisasi dan Humas, yang beroperasi di bawah arahan Menteri
Perhubungan dan Direktur Kementerian Perhubungan. Unit ini terdiri dari
beberapa sub bagian, yaitu Sub Bagian Organisasi dan Tata Usaha, Sub Bagian
Hubungan Masyarakat, serta Sub Bagian Data dan Informasi.

Bagian Organisasi dan Humas memiliki tanggung jawab untuk
merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan koordinasi dalam
berbagai aspek. Tugas utamanya meliputi penyediaan layanan informasi publik
dan komunikasi yang efektif. Dalam menjalankan fungsinya, bagian ini berperan
sebagai penghubung antara kementerian dan masyarakat, memastikan bahwa
informasi yang disampaikan akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, mereka
berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas publik.

Setiap sub bagian dalam Bagian Organisasi dan Humas memiliki tanggung
jawab yang terdefinisi dengan jelas. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
berfokus pada penataan organisasi dan reformasi birokrasi, sementara Sub
Bagian Hubungan Masyarakat bertugas menyiapkan bahan koordinasi dan

mengembangkan sistem komunikasi. Di sisi lain, Sub Bagian Data dan Informasi
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menyediakan data dan informasi terkait kelautan. Struktur keseluruhan ini
menciptakan sinergi yang efektif dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian
Perhubungan Laut, memastikan bahwa setiap bagian berkontribusi secara optimal

dalam mencapai tujuan kementerian.

2.2.1 Struktur Organisasi Bagian Organisasi Dan Humas Direktorat
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Gambar 2. 4 Struktur Direktorat Jendral Perhubungan Laut

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan umum perusahaan yang di lakukan oleh Kementrian
Perhubungan Laut yaitu mengelola transportasi laut di Indonesia. Dimana
Kementrian Perhubungan memiliki tugas dan peran sebagai pembuat dan
penyusun kebijakan, selain itu Kementrian Perhubungan Juga memiliki peran
sebagai pelaksana kebijakan, di samping itu Kementrian Perhubungan juga
sebagai penyusun standar, prosedur, kriteria, norma. Kementrian Perhubungan
Laut juga memiliki tanggungjawab pada pemberian penyuluhan teknis dan
evaluasi pelaporan pada bidang lalu lintas dan juga moda angkutan Laut.

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Perhubungan
memiliki peranan penting dalam menciptakan dan menjaga komunikasi yang
efektif antara kementerian dan masyarakat. Tugas Humas meliputi penyusunan

serta distribusi informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan kementerian,
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serta pengelolaan citra publik kementerian. Humas bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, relevan, dan mudah
dipahami, sehingga masyarakat dapat memahami inisiatif dan kebijakan
kementerian dengan baik.

Humas Kemenhub juga aktif dalam mengelola berbagai saluran
komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, dan publikasi cetak. Melalui
saluran ini, Humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berinteraksi
dengan masyarakat, menjawab pertanyaan, dan menangani umpan balik. Tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan dialog konstruktif antara kementerian
dan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlibat dan memiliki akses
langsung terhadap informasi terkait sektor transportasi.

Selain itu, Humas Kemenhub sering menyelenggarakan acara seperti
konferensi pers, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang inisiatif dan program kementerian. Acara-acara ini juga
berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan isu-isu terkini dalam sektor
transportasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan
dan efisiensi transportasi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk media, akademisi, dan masyarakat umum, Humas berupaya
membangun citra positif kementerian dan memperkuat hubungan dengan semua
pihak yang berkepentingan..

Kementerian Perhubungan Laut memainkan peran krusial dalam
pengelolaan dan pengembangan transportasi laut di Indonesia, yang merupakan
sektor vital bagi konektivitas nasional. Dalam menjalankan fungsinya, kementerian
ini tidak hanya berperan sebagai perumus kebijakan, tetapi juga sebagai
pelaksana utama dari kebijakan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini
mencakup perencanaan dan penerapan regulasi yang berkaitan dengan aspek
keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan transportasi laut di seluruh Nusantara.
Selain itu, Kementerian Perhubungan Laut juga bertugas menyusun standar,
prosedur, kriteria, dan norma yang harus dipatuhi dalam semua aktivitas
transportasi laut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa layanan tersebut
beroperasi sesuai dengan prinsip keselamatan, keandalan, dan efisiensi yang

diakui secara global.

2.3.1 Kegiatan Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

12



Bagian Organisasi dan Humas Kementrian Perhubungan Laut memiliki
beberapa tugas dan tanggung jawab vyaitu seperti, sebagai bagian yang
mempersiapkan bahan kordinasi dan Menyusun rencana kegiatan serta, membuat
dan melakukan standarisasi kebijakan. Tetapi Bagian organisasi dan Humas juga
harus menyediakan layanan informasi public dan layanan komunikasi kepada
Masyarakat.

Tetapi di sisi lain Bagian Organisasi dan humas juga mengelola dan
menjalankan kegiatan — kegiatan yang di buat oleh Kementrian Perhubungan
Sebagian mesar di handle dan di Kelola oleh Bagian Organisasi dan Humas.
Seperti acara Forum Komunikasi Kehumasan DJPL dari tahun ke tahun di handle
dan di Kelola oleh Bagian Organisasi dan Humas Kementrian Perhubungan Laut.

Tetapi di sisi lain Bagian Organisasi dan humas juga mengelola dan
menjalankan kegiatan — kegiatan yang di buat oleh Kementrian Perhubungan
Sebagian mesar di handle dan di Kelola oleh Bagian Organisasi dan Humas.
Seperti acara Forum Komunikasi Kehumasan DJPL dari tahun ke tahun di handle
dan di Kelola oleh Bagian Organisasi dan Humas Kementrian Perhubungan Laut.

Acara forum Komunikasi Kehumasan DJPL yang di buat oleh Bagian
Organisasi dan Humas Di selenggarakan pada 24-25 Juli 2024 di bandung,
merupakan acara rutin tahunan yang di selenggarakan oleh Bagian Organisasi
dan Humas Kementrian Perhubungan Laut dari tahun ke tahun. Acara yang di
selenggarakan di bandung kemarin dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan
pendekatan atau bounding Humas — Humas Kementrian perhubungan karena
tidak di ikuti oleh Humas yang berada di kantor pusat saja, tetapi di ikuti Humas

dari Kementrian Perhubungan dari berbagai wilayah di Indonesia.

13



